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ABSTRAK

Penegakan Peraturan Daerah tentang larangan minuman keras atau beralkohol di Indonesia
masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti lemahnya pengawasan preventif,
keterbatasan kapasitas aparatur Satpol PP, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta
fragmentasi sistem informasi pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas
penegakan Perda belum optimal dalam mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat. Data empiris menunjukkan bahwa Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mencatat
735 kasus pelanggaran Perda sepanjang tahun 2023, sementara razia Satpol PP DKI Jakarta
menyita lebih dari 14.000 botol minuman keras dalam dua tahun terakhir. Penelitian ini
bertujuan menganalisis penguatan penegakan Perda melalui pendekatan Digital Twin
Governance dalam mendukung smart public order management. Penelitian ini menggunakan
pendekatan conceptual paper berbasis Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis
komparatif terhadap praktik penegakan Perda di beberapa daerah di Indonesia dan
implementasi Digital Twin Governance internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Digital Twin Governance berpotensi menjadi model tata kelola pengawasan berbasis data
melalui integrasi data spasial, data operasional, dan sistem pengaduan masyarakat secara
real-time. Model yang dikembangkan terdiri atas lima komponen utama, yaitu hotspot
mapping, real-time monitoring, early warning system, predictive governance, dan integrated
public order management. Implementasi model ini berpotensi meningkatkan efektivitas
pengawasan preventif, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, memperkuat
koordinasi lintas instansi, serta mendorong terwujudnya prinsip good governance dalam
penyelenggaraan ketertiban umum daerah.

Kata Kunci: Digital Twin Governance; Penegakan Perda; Ketertiban Umum; Smart
Governance; Satpol PP
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ABSTRACT

Enforcement of regional regulations governing alcoholic beverage prohibition in Indonesia
continues to encounter substantial institutional and operational constraints. These include
insufficient preventive supervision, limited enforcement capacity of Public Order Agency (Satpol
PP) personnel, inadequate public legal awareness, and fragmented information systems
supporting regulatory oversight. Collectively, these challenges reduce the effectiveness of regional
regulation enforcement in achieving public protection and social welfare objectives. Empirical
evidence indicates that the Central Java Provincial Satpol PP handled 735 regional regulation
violation cases during 2023, while enforcement operations conducted by Jakarta Satpol PP
resulted in the confiscation of more than 14,000 bottles of alcoholic beverages over the last two
vears. Against this backdrop, the present study explores the application of a Digital Twin
Governance framework to strengthen intelligent public order management. A conceptual research
design was adopted using a Systematic Literature Review (SLR), complemented by a comparative
examination of regional regulation enforcement practices across Indonesia and international
experiences in Digital Twin Governance implementation. The analysis suggests that Digital Twin
Governance can provide a data-driven governance framework by integrating geospatial
information, operational data, and real-time citizen complaint platforms. The proposed framework
incorporates five interconnected elements: hotspot mapping, continuous real-time monitoring, an
early warning mechanism, predictive governance capabilities, and integrated public order
management. Collectively, these components are expected to improve preventive enforcement,
facilitate evidence-informed decision-making, enhance inter-agency coordination, and promote
more transparent and accountable regional governance.

Keywords: Digital Twin Governance; Regional Regulation Enforcement;, Public Order;, Smart

Governance, Satpol PP

meningkat 7,2% pada 2024 dibanding 2023,
dipicu lemahnya pengawasan distribusi dan
rendahnya sinergi lintas sektor (SKALA, 2025).
Satpol PP DKI Jakarta menyita antara 14.447
hingga 15.620 botol minuman keras per tahun,

PENDAHULUAN

Ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat merupakan salah satu indikator
utama keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan
trantibumlinmas merupakan urusan konkuren
wajib pemerintah daerah. Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) memegang fungsi
strategis dalam menegakkan Peraturan
Daerah (Perda) sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 255 ayat (1) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Data nasional menunjukkan bahwa
penegakan Perda larangan minuman keras
masih menghadapi tantangan serius. Satpol
PP Jawa Tengah mencatat 735 kasus
pelanggaran Perda sepanjang 2023, dengan
peredaran minuman beralkohol ilegal sebagai
gangguan trantibum yang paling persisten
(Pemprov  Jawa Tengah, 2024). Di
Kalimantan = Utara, kasus pelanggaran
ketertiban, keamanan, dan kesusilaan (K3)
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namun peredaran terus berlanjut (Laela, 2022).
Kepolisian RI mencatat 223 kasus terkait
minuman keras sepanjang 20182020 (Azzahra,
2020).

Kajian komparatif di berbagai daerah
mengkonfirmasi bahwa permasalahan ini
bersifat struktural. Di Yogyakarta, operasi
yustisi  satu  dekade masih  menemui
kompleksitas koordinasi antarinstansi (J-CEKI,
2024). Di Kabupaten Semarang, penegakan
menghadapi hambatan birokrasi internal dan
sanksi yang dinilai terlalu ringan (Transparansi
Hukum, 2023). Di Kota Madiun, Satpol PP
hanya menangani tiga kasus dalam 2022-2023,
mencerminkan keterbatasan kapasitas deteksi
dan monitoring (Yitawati dkk., 2024).
(Ombudsman RI, 2023) menyimpulkan bahwa
penegakan Perda di banyak daerah belum aktif-
efektif akibat minimnya anggaran dan
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rendahnya profesionalitas SDM.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pendekatan konvensional telah mencapai
batas efektivitasnya. Diperlukan transformasi
paradigmatik berbasis teknologi digital untuk
menutup celah sistemik. Salah satu konsep
yang berkembang pesat adalah Digital Twin
Governance (DTGQG), yakni representasi digital
terintegrasi dari kondisi fisik, spasial, dan
operasional wilayah yang memungkinkan
simulasi, monitoring, dan prediksi secara
real-time. Indonesia telah mengambil langkah
awal dengan penerapan digital twin untuk ibu
kota baru Nusantara (Smart Cities World,
2023).

Penerapan DTG dalam domain
penegakan Perda ketertiban umum di
Indonesia masih sangat terbatas kajiannya.
Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi
tantangan sistemik penegakan Perda larangan
minuman keras; (2) mengkonseptualisasikan
model DTG yang kontekstual untuk
penguatan ketertiban umum; (3) memvalidasi
model secara konseptual melalui analisis
komparatif praktik internasional; dan (4)
merumuskan proposisi yang dapat diuji untuk
penelitian empiris lanjutan.

KAJIAN TEORI
Penegakan  Peraturan
Ketertiban Umum

Penegakan hukum daerah merupakan
instrumen  vital dalam  menciptakan
keteraturan sosial, kepastian hukum, dan
perlindungan masyarakat. (Soekanto, 2011)
mengidentifikasi lima  faktor  yang
mempengaruhi efektivitas penegakan hukum,
yaitu substansi hukum, aparat penegak
hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan
budaya hukum — kelima faktor ini saling
berinteraksi dalam menentukan keberhasilan
implementasi norma.

Dalam kerangka penegakan hukum
pidana, (Moeljatno, 2009) menekankan tiga
dimensi utama yang harus berjalan seimbang:
aturan (rule), metode penertiban
(enforcement method), dan pelaksanaan
hukuman (sanction). Temuan ini dikonfirmasi
oleh (Anto dkk., 2026) yang mengevaluasi
kinerja Satpol PP Kota Batam dan
menemukan bahwa penertiban efektif dalam
jangka pendek, namun melemah karena

Daerah dan
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pelanggaran berpindah lokasi setelah intensitas
pengawasan menurun. (Rahmadanita, 2023)
menegaskan pentingnya keseimbangan antara
pendekatan persuasif, preventif, dan represif.

Kajian komparatif di berbagai daerah
mengungkap pola hambatan yang konsisten.
(Herjuno Pratomo dkk., 2022) menemukan
bahwa operasi penertiban di Kabupaten
Temanggung berlangsung tanpa dukungan data
spasial memadai. (Noorhidayah, 2019) di
Palangka Raya menyimpulkan bahwa lemahnya
koordinasi antarinstansi dan ambiguitas regulasi
menjadi penghambat utama. (Wahyudi dkk.,
2024) di Kudus menekankan pentingnya sinergi
Satpol PP dan Kepolisian. (Rintasari dkk., 2019)
di Magelang mengkonfirmasi pengaruh faktor
sosial-budaya terhadap efektivitas penegakan.
Semua kajian menunjukkan ketiadaan sistem
pengawasan berbasis data terintegrasi sebagai
akar masalah bersama.

Minuman Keras Ilegal sebagai Ancaman
Ketertiban Umum

Secara yuridis, kewenangan pemerintah
daerah dalam mengatur dan menegakkan
pengendalian minuman beralkohol bersumber
dari beberapa dasar hukum yang saling
berkaitan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan kewenangan konstitusional kepada
pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan
daerah dan peraturan lain dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menempatkan urusan
ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)
sebagai urusan pemerintahan konkuren yang
bersifat wajib bagi pemerintah daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja juncto Pasal 255
ayat (1) memberikan kewenangan atributif
kepada Satpol PP untuk menegakkan Peraturan
Daerah dan peraturan kepala daerah, termasuk
dalam hal pengendalian peredaran minuman
beralkohol. Adapun Peraturan Presiden Nomor
74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi
dasar substantif bagi klasifikasi golongan A, B,
dan C sebagaimana diuraikan berikut. Kerangka
hukum berlapis ini menegaskan locus standi
Satpol PP sebagai subjek hukum yang
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berwenang menegakkan Perda larangan
minuman keras, sekaligus menjadi landasan
bagi urgensi penguatan kapasitas
pengawasannya melalui pendekatan Digital
Twin Governance.

Minuman beralkohol diklasifikasikan
berdasarkan kadar etanol ke dalam golongan
A (maksimal 5%), golongan B (5-20%), dan
golongan C (20-55%) sesuai Peraturan
Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Minuman
tradisional seperti tuak memiliki kadar
alkohol yang sulit ditentukan akibat
fermentasi tidak terstandarisasi, menciptakan
ambiguitas hukum dalam proses penegakan
(Alfianti, 2018; Santoso & Munib, 2023).
(FX. Joko Priyono, 2014) mengidentifikasi
berbagai dampak kesehatan akibat alkohol,
termasuk Gangguan Mental Organik dan
sirosis hati. (Laela, 2022) menemukan
korelasi antara konsumsi minuman keras dan
peningkatan kriminalitas di DKI Jakarta.
(Paschall dkk., 2012) dalam studi di 50 kota
California mengkonfirmasi bahwa penegakan
hukum lokal yang konsisten secara signifikan
mengurangi konsumsi alkohol kalangan
remaja. Kebijakan pelarangan yang tidak
disertai  pengawasan memadai  justru
mendorong  perpindahan ke minuman
tradisional yang lebih terjangkau (Santoso &
Munib, 2023).

Digital Governance dan Transformasi
Tata Kelola

Digital  Governance  merupakan
transformasi tata kelola pemerintahan melalui
pemanfaatan TIK untuk meningkatkan
efektivitas, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas. (OECD, 2020) menegaskan
bahwa digital governance yang matang
memungkinkan pemerintah mengembangkan
kebijakan berbasis data. Kajian smart
governance di 61 kota pintar Indonesia
menunjukkan  dampak  positif  adopsi
teknologi digital terhadap efisiensi dan
responsivitas pemerintah, meski masih
menghadapi  tantangan  interoperabilitas
sistem dan kesenjangan kapasitas SDM
(Human Geographies, 2025).

Pada level pengawasan internal,
(Fahlevvi dkk., 2025) menunjukkan bahwa
integrasi teknologi digital pada Inspektorat

| 47

Daerah Kabupaten Gianyar terbukti
meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis
data. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan
oleh (Anshari & Hamdan, 2023) menekankan
bahwa digital twin berpotensi signifikan sebagai
alat inovasi manajemen dalam e-government,
terutama untuk pengambilan keputusan berbasis
skenario. Kota Batam dan Kota Madiun yang
telah menerapkan platform pengaduan digital
menunjukkan bahwa sistem reaktif tanpa
integrasi GIS dan analitik prediktif belum
optimal (Anto dkk., 2026; Yitawati dkk., 2024).

Konsep Digital Twin Governance

Digital Twin merupakan representasi
digital dari entitas fisik yang diperbarui secara
real-time berdasarkan data sensor dan sistem
monitoring. (Temple dkk., 2024) dalam tinjauan
literatur sistematis menegaskan bahwa digital
twin memiliki potensi signifikan sebagai alat
pendukung keputusan dan pengembangan
kebijakan di sektor publik. Proyek Virtual
Singapore menjadi benchmark utama penerapan
skala besar, menggabungkan GIS, Building
Information Model (BIM), dan cloud analytics
untuk simulasi skenario perkotaan (Yessef dkk.,
2025). Integrasi GIS dengan sistem data
spatiotemporal menghasilkan platform yang
melampaui peta statis karena kemampuannya
dalam merekam perubahan historis, kondisi
terkini, dan proyeksi masa depan secara
terintegrasi (Percy & Zwick, 2024; Siabato dkk.,
2018; Zhou, 2025). Dalam konteks Indonesia,
(Sinaga dkk., 2025) membuktikan bahwa
integrasi Big Data dan IoT mampu
menghasilkan layanan berbasis data yang lebih
responsif dan akurat."

Digital Twin Governance (DTG) dalam
konteks ketertiban umum didefinisikan sebagai
integrasi data spasial, operasional penegakan
Perda, pengaduan masyarakat, dan monitoring
digital dalam satu platform real-time yang
memungkinkan  simulasi, prediksi, dan
pengambilan keputusan berbasis bukti. Berbeda
dari sistem informasi manajemen konvensional,
DTG memiliki kapabilitas prediktif yang
memungkinkan antisipasi pelanggaran sebelum
terjadi (Dinter dkk., 2022; Qi & Tao, 2018).

Praktik  Internasional  Digital Twin
Governance dalam Penegakan Hukum

1 Singapura — Virtual Singapore
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Singapura adalah pelopor penerapan
DTG skala nasional melalui platform Virtual
Singapore yang terintegrasi dengan peta tiga
dimensi seluruh wilayah. Dalam konteks
penegakan hukum, platform ini
memungkinkan otoritas mengidentifikasi area
kepadatan pelanggaran, mensimulasikan jalur
patroli optimal, dan memprediksi potensi
gangguan ketertiban berdasarkan data historis
(Biljecki dkk., 2021; Schrotter & Hiirzeler,
2020). Keberhasilan Singapura membuktikan
bahwa integrasi GIS, data sensor IoT, dan
analitik  prediktif dapat meningkatkan
efisiensi pengawasan hingga 40%
dibandingkan sistem konvensional.

2 Dubai — Dubai Pulse

Dubai  mengoperasikan  platform
smart city terintegrasi bernama Dubai Pulse
yang menggabungkan data dari lebih dari 150
entitas pemerintah. Dalam domain ketertiban
umum, platform ini memungkinkan deteksi
dini potensi pelanggaran melalui analitik
prediktif berbasis kecerdasan buatan, dengan
tingkat akurasi prediksi mencapai 78% dalam
uji coba selama 2019-2021 (Al-Sai dkk.,
2022; Ullah dkk., 2020). Model Dubai
menunjukkan bahwa interoperabilitas data
antarinstansi  adalah  prasyarat utama
keberhasilan DTG.

3 Seoul — Smart Safety Net

Seoul mengimplementasikan sistem
Smart Safety Net yang mengintegrasikan
kamera CCTV, data patroli, laporan warga,
dan analitik spasial dalam satu dashboard
terpadu. Sistem ini memungkinkan Satuan
Pengamanan Seoul merespons insiden
ketertiban dalam rata-rata 4,2 menit — 60%
lebih cepat dibanding sistem pra-DTG (Lim
dkk., 2021). Fitur early warning berbasis pola
historis telah berhasil mengidentifikasi
kawasan berisiko tinggi dengan akurasi 82%
dalam rentang 2018-2022 (Kim & Park,
2023).

4. Amsterdam — Urban Digital Twin

Amsterdam mengembangkan Urban
Digital Twin yang digunakan untuk
perencanaan kebijakan ketertiban umum
berbasis simulasi skenario. Model ini
memungkinkan pejabat kota mensimulasikan
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dampak kebijakan baru — termasuk kebijakan
terkait peredaran alkohol di kawasan tertentu —
sebelum implementasi lapangan (Dinter dkk.,

2022). Pendekatan =~ Amsterdam  menjadi
referensi utama dalam integrasi DTG dengan
proses perumusan kebijakan (predictive
governance).

Keempat praktik internasional di atas
menunjukkan tiga prasyarat utama keberhasilan
DTG: (1) interoperabilitas data antarinstansi, (2)
infrastruktur IoT dan GIS yang memadai, dan
(3) kapasitas SDM dalam pengelolaan analitik
data. Ketiganya secara langsung relevan dengan
konteks Indonesia dan menjadi dasar validasi
model DTG yang diusulkan dalam penelitian ini.

5 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Tabel 1. Kesenjangan Penelitian: Digital Twin Governance dalam

Penelitian
Terdahulu

Penegakan Hukum Daerah

Fokus Kajian

Metode

Konteks

Celah/Gap

Temple dkk. DTG untuk Tinjauan Global/konseptual | Tidak mengkaji
(2024) pengambilan literatur konteks
keputusan sistematis penegakan
kota pintar hukum daerah
Biljecki dkk. Aplikasi Studi kasus Negara maju Tidak relevan
(2021) GIS-3D & (Singapura) untuk konteks
digital twin hukum adat &
di kota miras tradisional
Anshari & Digital twin Konseptual Umum/global Tidak menyentuh
Hamdan dalam e- domain
(2023) government ketertiban umum
& Satpol PP
Dinter dkk. Simulasi Eksperimental Eropa Tidak membahas
(2022) kebijakan konteks
kota Indonesia &
berbasis fragmentasi data
digital twin pemerintah
daerah
Noorhidayah | Efektivitas Kualitatif/studi | Indonesia Tidak
(2019); Perda kasus mengintegrasikan
Wahyudi larangan solusi
dkk. (2024) miras digital/teknologi
Human Smart Kuantitatif Indonesia Tidak spesifik
Geographies governance pada domain
(2025) 61 kota penegakan Perda
Indonesia & Satpol PP
Penelitian DTG untuk SLR + analisis Indonesia (multi- MENGISI:
ini penegakan komparatif daerah) model DTG
Perda internasional spesifik untuk
larangan Satpol PP +
miras validasi
komparatif
internasional

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

METODE

Pendekatan dan Desain Penelitian
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Penelitian ini menggunakan
pendekatan conceptual paper berbasis
tinjauan literatur sistematis (Systematic

Literature Review/SLR). Menurut (Tranfield
dkk., 2003), SLR merupakan metode yang
tepat untuk mensintesis bukti dari berbagai
sumber secara transparan dan dapat
direplikasi. Pendekatan ini dipilih mengingat
DTG dalam konteks penegakan Perda
merupakan konsep baru di Indonesia yang
membutuhkan fondasi konseptual kuat
sebelum pengujian empiris (Merriam &
Tisdell, 2016).

Protokol Tinjauan Literatur Sistematis
a. Sumber Data

Pencarian dilakukan pada Google
Scholar, Garuda, DOAJ, Crossref, dan
Scopus dengan rentang tahun 2013-2026.

b. Kata Kunci

Kelompok pertama: “penegakan
Perda”, “Satpol PP”, “ketertiban umum”,
“minuman keras”. Kelompok kedua: “Digital
Twin”, “Digital Twin Governance”, “smart
governance”,  “predictive  governance”.
Kombinasi menggunakan operator Boolean

AND/OR.
¢. Kriteria Inklusi/Eksklusi

Inklusi: artikel jurnal terindeks atau
laporan resmi, rentang 2013-2026, tersedia
teks lengkap. Eksklusi: opini tanpa proses
editorial, sumber tidak terverifikasi, duplikat,
dan artikel marginal.

3.3. Alur Seleksi Literatur (PRISMA)
Tabel 2. Alur Seleksi Literatur Sistematis (Diadaptasi dari PRISMA)

Dokumen
Diproses

Tahap Keterangan Dieksklusi

Identifikasi Pencarian kata kunci 187 -
pada Google Scholar,
Garuda, DOAJ,
Crossref, Scopus

(2013-2026)

Penyaringan | Penyaringan judul dan 187 93
abstrak; eksklusi
duplikat, di luar

rentang, tidak relevan

Pembacaan teks 94 61
penuh; eksklusi tidak
memenuhi standar
kualitas atau substansi
tidak relevan

Kelayakan
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Dokumen

A Dieksklusi
Diproses

Tahap Keterangan

Inklusi 33 dokumen: 21 artikel 33 -
Akhir jurnal (terindeks

nasional/internasional),

7 laporan resmi, 5

regulasi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Prosedur Analisis Data

Analisis  dilakukan melalui empat
tahapan: (1) ekstraksi data dari 33 dokumen
lolos seleksi menggunakan formulir standar; (2)
analisis tematik komparatif untuk
mengidentifikasi pola hambatan lintas daerah;
(3) sintesis konseptual model DTG melalui
adaptasi literatur teknis dan kebijakan; serta (4)
validasi triangulasi melalui triangulasi sumber
dan konteks (Creswell & Poth, 2018).

Validasi Model: Analisis Komparatif
Internasional

Mengingat keterbatasan empiris di
Indonesia, validasi model DTG dilakukan

melalui analisis komparatif sistematis dengan
tiga negara yang telah mengimplementasikan
sistem serupa: Singapura (Virtual Singapore),
Dubai (Dubai Pulse), dan Seoul (Smart Safety
Net). Validasi mencakup tiga dimensi: (a)
kesesuaian arsitektur sistem, (b) relevansi
konteks kelembagaan, dan (c) transferabilitas ke
konteks Indonesia. Hasil validasi komparatif
disajikan sebagai temuan pada Bagian 4.2.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Tantangan Sistemik Penegakan Perda
Larangan Minuman Keras di Indonesia
(Jawaban atas Tujuan Penelitian 1)

Analisis komparatif mengidentifikasi
empat pola tantangan sistemik yang konsisten.
Pertama, ketiadaan sistem monitoring berbasis
data spasial terintegrasi: operasi penertiban di
Kabupaten Temanggung (Herjuno Pratomo
dkk., 2022), Kabupaten Semarang (Transparansi
Hukum, 2023), dan Kota Madiun (Yitawati
dkk., 2024) berlangsung tanpa peta risiko
berbasis data historis. Kedua, fragmentasi
koordinasi dan data antarinstansi: pengalaman di
Yogyakarta (J-CEKI, 2024) dan Papua Barat
Daya (Antara News, 2025) menunjukkan bahwa
koordinasi ad-hoc tanpa platform digital tidak
berkelanjutan. Ketiga, keterbatasan kapasitas
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prediktif: di Kalimantan Utara, peningkatan
7,2% kasus K3 tidak terdeteksi lebih awal
(SKALA, 2025); di DKI Jakarta, volume
penyitaan fluktuatif tanpa pola analitik yang
jelas (Laela, 2022). Keempat, lemahnya
partisipasi masyarakat yang terstruktur: kanal
pengaduan Kota Madiun tetap minim
dimanfaatkan (Yitawati dkk., 2024).

Tabel 4. Pola Tantangan Penegakan Perda Larangan Minuman Keras di

Berbagai Daerah
Daerah ‘ Temuan Hambatan Sumber (Jurnal/Laporan
Utama Kunci Resmi)
Jawa 735 kasus Efektivitas Pemprov Jawa Tengah
Tengah pelanggaran | Satpol PP (2024); Rahmadanita
Perda tahun belum (2023)
2023 optimal;
perlu
penguatan
kapasitas
Kalimantan Kenaikan Lemahnya SKALA (2025)
Utara kasus K3 pengawasan
7,2% pada distribusi
2024 miras; sinergi
lintas sektor
rendah
DKI 14.447— Peredaran Laela (2022) — Jurnal
Jakarta 15.620 berlanjut; Evidence of Law
botol disita ketiadaan
per tahun analitik
prediktif
Yogyakarta | Operasi Kompleksitas | J-CEKI (2024)
yustisi satu koordinasi;
dekade; celah hukum
peredaran miras
berlanjut tradisional
Palangka Koordinasi Minimnya Noorhidayah (2019) —
Raya aparat koordinasi; El-Mashlahah
lemah; ambiguitas
aturan tidak hukum
jelas
Kudus Sinergi Koordinasi Wahyudi dkk. (2024)
Satpol PP represif — Karimah Tauhid
& Polri parsial; tidak
belum berkelanjutan
optimal
Kota Efektif Pengawasan Anto dkk. (2026) —
Batam jangka tidak Jurnal Ilmu Hukum,
pendek; berkelanjutan Hum. & Politik
pelanggaran | pasca-operasi
berpindah

Sumber: Diolah dari berbagai kajian jurnal ilmiah
terindeks (2019-2026)

Model Digital Twin Governance untuk
Penegakan Perda Ketertiban Umum
(Jawaban atas Tujuan Penelitian 2)

Berdasarkan pola tantangan dan
validasi komparatif internasional, penelitian
ini merumuskan model DTG tiga lapisan yang
secara khusus dirancang untuk konteks
penegakan Perda di Indonesia. Lapisan
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pertama adalah input data yang
mengintegrasikan lima jenis sumber secara real-
time: (a) data pelanggaran historis operasional
Satpol PP; (b) data geospasial wilayah termasuk
peta administrasi, demografi, dan karakteristik
kawasan; (c) data pengaduan masyarakat
melalui kanal digital; (d) data sosialisasi dan
tingkat kepatuhan; serta (e) data patroli GPS
operasional.

Lapisan kedua adalah platform DTG
dengan lima fitur utama. Pertama, hotspot
mapping berbasis GIS membangun peta risiko
spasial dari data historis — sesuai dengan
pendekatan Virtual Singapore (Biljecki dkk.,
2021). Kedua, pemantauan real-time aktivitas
patroli memungkinkan koreksi alokasi sumber
daya secara dinamis. Ketiga, early warning

system berbasis analitik prediktif
mengidentifikasi tren pelanggaran sebelum
eskalasi terjadi — mengatasi masalah

Kalimantan Utara yang gagal mendeteksi dini
kenaikan 7,2% kasus (SKALA, 2025). Keempat,
predictive governance memungkinkan simulasi
skenario kebijakan sebelum implementasi
(Dinter dkk., 2022; Temple dkk., 2024). Kelima,
integrated dashboard menghubungkan Satpol
PP, Kepolisian, PPNS, dan kanal pengaduan
dalam satu antarmuka digital — mengadopsi
desain Seoul Smart Safety Net (Lim dkk., 2021).

Lapisan adalah
pengambilan  keputusan:  peta  hotspot
operasional, rekomendasi alokasi personel
berbasis risiko, jadwal operasi teroptimasi,
laporan kinerja terukur, dan evaluasi dampak
kebijakan. Sistem umpan balik yang menutup
siklus dari output ke input memastikan model

terus meningkatkan akurasi proyeksinya.

ketiga output

Tabel 5. Model Konseptual Digital Twin Governance —

Tiga Lapisan Sistem

Fungsi dalam

Lapisan Komponen Penegakan Perda ‘
Data pelanggaran historis; Menyediakan basis data
Data  geospasial ~ GIS; | komprehensif real-time
INPUT Pengaduan masyarakat | yang mengatasi
DATA digital; Data sosialisasi & | fragmentasi informasi
kepatuhan; Data patroli | antarinstansi
GPS operasional
Hotspot mapping (GIS); Mengolah data menjadi
Pemantauan real-time; | informasi  aksi: peta
PLATFORM Early warning system; risiko, peringatan dini,
DTG Predictive governance; simulasi kebijakan, dan
Integrated dashboard | koordinasi lintas instansi
koordinasi
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Peta hotspot operasional; | Menghasilkan
Alokasi personel berbasis | rekomendasi berbasis
OUTPUT risiko; Jadwal operasi | bukti untuk smart public
KEPUTUSAN teroptimasi; Laporan | order management dan
kinerja terukur; Evaluasi | good governance
dampak kebijakan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Validasi Komparatif Model (Jawaban atas

Tujuan Penelitian 3)

Sebagai hasil dari prosedur validasi
yang telah dijelaskan pada Bagian 3.5, model
DTG yang diusulkan dibandingkan dengan
tiga praktik internasional untuk menilai
kesesuaian arsitektur, relevansi kelembagaan,
dan transferabilitasnya ke konteks Indonesia.

Tabel 3. Validasi Komparatif Model DTG: Indonesia vs. Praktik

Internasional

Model

Din}ensi Singapur Indonesia
Validasi a (Usulan)
Arsitektur 3 4 lapisan 3 lapisan + 3 lapisan
lapisan lapisan termasuk integrasi (input-
(sensor- Al CCTV platform-
platform output);
-output) sesuai
kapasitas
Indonesia
Sumber data ToT, Data 150+ CCTV, GIS,
utama sensor, entitas laporan laporan
GIS 3D pemerinta warga, operasiona
h patroli 1 Satpol
PP,
pengaduan
digital
Fitur prediktif | Ya (ML Ya Ya Ya (early
berbasis (akurasi (akurasi warning +
historis) 78%) 82%) predictive
governanc
e)
Partisipasi Terbatas | Terintegra Terintegra Kanal
masyarakat si si pengaduan
digital
terintegrasi
Prasyarat Tinggi Sangat Tinggi Moderat;
infrastruktur tinggi dapat
dimulai
dengan
GIS dasar
Transferabilit Sedang Rendah Tinggi Tinggi;
as ke referensi
Indonesia utama:
model
Seoul

Sumber: Diolah dari Biljecki dkk. (2021); Al-Sai dkk.
(2022); Lim dkk. (2021); Dinter dkk. (2022)

Validasi komparatif mengkonfirmasi
bahwa model tiga lapisan yang diusulkan
sesuai dengan arsitektur DTG yang telah
terbukti efektif secara internasional. Model
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Seoul menjadi referensi utama transferabilitas
mengingat konteks pemerintahan yang lebih
comparable dengan Indonesia — khususnya
dalam hal sistem patroli berbasis wilayah, peran
unit kepolisian lokal, dan keterlibatan warga
dalam pelaporan.

Relevansi dengan Praktik Smart City
Indonesia

Validasi relevansi model DTG juga
dapat diperkuat dengan merujuk pada dua
praktik smart city di Indonesia yang relevan
secara langsung. Surabaya Smart City
mengoperasikan Command Center terintegrasi
yang menghubungkan lebih dari 1.200 titik
CCTYV, sistem pelaporan warga, dan dashboard
situasional real-time yang mencakup data
ketertiban umum. (Nugroho dkk., 2021) dalam
kajian terindeks Scopus mengkonfirmasi bahwa
sistem ini meningkatkan kecepatan respons
Satpol PP Surabaya terhadap gangguan
trantibum hingga 35% dibanding periode pra-
digitalisasi. Meskipun belum menerapkan
analitik prediktif secara penuh, arsitektur
Surabaya Smart City menunjukkan bahwa
infrastruktur dasar untuk DTG sudah tersedia
dan dapat dikembangkan.

Bandung Command Center (BCC)
merupakan contoh lain yang relevan: platform
ini mengintegrasikan data dari 36 Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu
dashboard visual yang mencakup domain
ketertiban dan keamanan. (Pratama & Rusfian,
2020) mencatat bahwa BCC berhasil
meningkatkan akuntabilitas respon pemerintah
terhadap pengaduan masyarakat hingga 62%
dalam dua tahun pertama operasional. Kedua
contoh ini mengkonfirmasi bahwa fondasi
kelembagaan dan teknis untuk implementasi
DTG dalam konteks Indonesia sudah ada, dan
model yang diusulkan dapat dikembangkan di
atas infrastruktur yang sudah berjalan.

Implikasi terhadap Good Governance dan
Smart Governance

Implementasi DTG memiliki implikasi
mendalam terhadap prinsip good governance.
Transparansi meningkat karena seluruh aktivitas
pengawasan dan pengenaan sanksi
terdokumentasi secara digital dan dapat diaudit
publik. Akuntabilitas menguat karena kinerja
Satpol PP dapat diukur secara kuantitatif
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berbasis data, bukan hanya laporan naratif.
Efisiensi meningkat karena alokasi personel
dan anggaran dipandu oleh analitik risiko,
bukan rutinitas kalender semata. Partisipasi
masyarakat  diperkuat  melalui  kanal
pengaduan terintegrasi.

Dari perspektif smart governance,
DTG merepresentasikan lompatan
paradigmatik dari model pemerintahan reaktif
menuju model prediktif-adaptif. (Anshari &
Hamdan, 2023) menegaskan bahwa digital
twin yang berhasil dalam e-government
adalah yang mendukung pengambilan
keputusan berbasis skenario. Kajian di 61
kota pintar Indonesia (Human Geographies,

2025) menemukan bahwa  kerangka
interoperabilitas yang kuat dan komitmen
data sharing antarinstansi — dua prasyarat

utama DTG — menjadi pembeda utama kota
yang berhasil. Penelitian lain yang dilakukan
oleh (Abrory dkk., 2025) menegaskan bahwa

tekanan institusional menjadi hambatan
utama adopsi teknologi di pemerintah
Indonesia, sehingga komitmen

kepemimpinan digital menjadi prasyarat yang
tidak dapat diabaikan.

Dimensi sosial-budaya juga tidak
dapat diabaikan. Kajian di Tanjung Jabung
Timur (Arfyani & Qayyum, 2021) dan
Magelang (Rintasari dkk., 2019) menegaskan
bahwa efektivitas Perda sangat dipengaruhi
faktor budaya, termasuk penerimaan sosial
terhadap minuman tradisional seperti tuak.
DTG tidak menggantikan pendekatan
sosiokultural, melainkan memperkuatnya
dengan menyediakan data yang diperlukan
untuk merancang intervensi preventif yang
lebih tepat sasaran.

Proposisi  Teruji untuk  Penelitian
Lanjutan (Jawaban atas Tujuan Penelitian
4)

Berdasarkan sintesis model dan
validasi ~ komparatif, penelitian ini
merumuskan lima proposisi terverifikasi yang
dapat menjadi landasan penelitian empiris
selanjutnya:

P1: Implementasi hotspot mapping berbasis
GIS dalam operasi Satpol PP akan
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meningkatkan presisi alokasi personel dan
mengurangi pelanggaran berulang di wilayah
prioritas secara signifikan dibandingkan metode
patroli konvensional.

P2: Integrasi sistem pengaduan digital
masyarakat dengan dashboard operasional
Satpol PP akan meningkatkan jumlah laporan
terverifikasi, dibanding kanal pengaduan
konvensional yang tidak terintegrasi.

P3: Early warning system berbasis analitik
prediktif akan mampu mengidentifikasi eskalasi
kasus pelanggaran Perda minimal 30 hari
sebelum lonjakan terjadi, berdasarkan data
historis tiga tahun terakhir.

P4: Daerah yang mengimplementasikan
platform koordinasi digital lintas instansi akan
memiliki waktu respons operasional yang lebih
singkat dan tingkat pelanggaran berulang yang
lebih rendah dibanding daerah tanpa platform
tersebut.

P5: Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
dalam pengelolaan data dan analitik GIS
berkorelasi  positif ~ dengan  efektivitas
pemanfaatan platform DTG, diukur dari akurasi
prediksi dan kecepatan respons operasional.

PENUTUP
Kesimpulan

Penegakan Peraturan Daerah tentang
larangan dan pengendalian peredaran minuman
keras beralkohol di Indonesia menghadapi pola
tantangan sistemik yang konsisten lintas daerah:
ketiadaan sistem monitoring spasial terintegrasi,
fragmentasi koordinasi data antarinstansi,
keterbatasan kapasitas prediktif, dan lemahnya
partisipasi masyarakat. Kajian komparatif di
Jawa Tengah, Kalimantan Utara, DKI Jakarta,
Yogyakarta, Palangka Raya, Kudus, dan Kota
Batam mengkonfirmasi bahwa pendekatan
penegakan konvensional telah mencapai batas
efektivitasnya.

Model DTG tiga lapisan yang
dirumuskan menawarkan transformasi
paradigmatik yang didukung oleh validasi
komparatif dengan implementasi internasional
di Singapura, Dubai, dan Seoul, serta referensi
praktik dalam negeri melalui Surabaya Smart
City dan Bandung Command Center. Lima
proposisi terverifikasi (P1-P5) yang dirumuskan
menyediakan landasan konkret bagi penelitian
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empiris lanjutan.

Implementasi DTG dalam penegakan
Perda larangan dan pengendalian peredaran

minuman keras beralkohol  berpotensi
meningkatkan  efektivitas ~ pengawasan
preventif, mendukung pengambilan
keputusan  berbasis data, memperkuat

koordinasi lintas instansi, dan mewujudkan
prinsip-prinsip good governance.
Keberhasilan implementasi mensyaratkan:
komitmen interoperabilitas data antarinstansi,
kapasitas SDM dalam pengelolaan analitik
GIS, dan integrasi dengan pendekatan
sosiokultural yang kontekstual.

Penelitian ini juga memiliki sejumlah
keterbatasan yang perlu menjadi perhatian
dalam pemanfaatan temuannya. Pertama,
keterbatasan validasi empiris, karena model
DTG yang diusulkan divalidasi secara
konseptual-komparatif — melalui  tinjauan
literatur dan belum diuji dengan data
lapangan primer pada instansi Satpol PP.
Kedua, keterbatasan generalisasi, mengingat
konteks kelembagaan dan kematangan
infrastruktur digital Singapura, Dubai, dan
Seoul berbeda secara signifikan dari kondisi
mayoritas daerah di Indonesia, sehingga
transferabilitas model perlu disesuaikan
dengan kapasitas masing-masing daerah.
Ketiga, keterbatasan cakupan tematik, karena
literatur yang dikaji difokuskan pada Perda

larangan dan pengendalian  peredaran
minuman  keras  beralkohol, sehingga
transferabilitas model DTG ke jenis
pelanggaran  ketertiban umum lainnya

memerlukan kajian lanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini,
rekomendasi disusun ke dalam tiga kelompok
sasaran, yaitu saran bagi instansi terkait, saran
bagi pengembangan akademik, dan saran bagi
penelitian selanjutnya.

1. Saran bagi Instansi Terkait (Pemerintah

Daerah, Satpol PP, dan DPRD)

Pertama, Pemerintah Daerah perlu
mengembangkan  dashboard  monitoring
berbasis GIS sebagai infrastruktur awal
menuju Digital Twin Governance (DTQ),
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dengan langkah awal berupa pemetaan hotspot
pelanggaran menggunakan data historis yang
telah tersedia. Kedua, Satuan Polisi Pamong
Praja perlu mengintegrasikan sistem pengaduan
digital dengan data operasional penertiban di
lapangan, sebagaimana telah diimplementasikan
dalam model Surabaya Smart City dan Seoul
Smart Safety Net yang terbukti meningkatkan
efektivitas respons penegakan hukum. Ketiga,
Pemerintah  Daerah  perlu = memperkuat
implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dalam domain ketertiban
umum melalui alokasi anggaran khusus untuk
pengembangan sistem informasi terintegrasi
yang mendukung koordinasi lintas instansi
secara real-time. Keempat, DPRD bersama
Pemerintah Daerah perlu merevisi regulasi
Peraturan Daerah terkait pengendalian minuman
beralkohol guna menutup celah hukum yang
masih ada, khususnya menyangkut klasifikasi
kadar alkohol pada minuman tradisional yang
belum diatur secara tegas.

2. Saran bagi Pengembangan Akademik

Secara akademik, kerangka teoritis
Digital Twin Governance dalam konteks
penegakan Perda perlu diperkaya dengan
perspektif  hukum  administrasi  negara,
khususnya terkait kewenangan atributif dan
diskresi Satpol PP dalam penerapan teknologi
pengawasan berbasis data. Kajian lanjutan juga
disarankan untuk mengintegrasikan teori
implementasi ~ kebijakan  publik  guna
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
keberhasilan adopsi DTG di tingkat pemerintah
daerah. Selain itu, pengembangan indikator
keberhasilan (success indicators) model DTG
yang terukur dan dapat direplikasi akan
memperkuat kontribusi teoritis penelitian ini
bagi studi tata kelola digital di sektor publik.

3. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan sangat disarankan
untuk menguji secara empiris lima proposisi
(P1-P5) yang telah dirumuskan dalam penelitian
ini, dengan menggunakan data primer dan aktual
dari daerah yang telah memiliki infrastruktur
smart city yang relatif matang, seperti Surabaya
dan Bandung. Pengujian empiris ini penting
untuk memvalidasi model DTG secara
kuantitatif sekaligus mengidentifikasi faktor
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kontekstual yang memengaruhi efektivitas
implementasinya di berbagai tipologi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abrory, Y., Rezza, M., & Tambi, N. (2025).
Institutional Pressures and Artificial
Intelligent Adoption in Indonesia’s
Public Sector: A Case Study of Jabar
Digital Services. 16(2).

Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah
Dalam Pengendalian Produksi
Minuman Beralkohol Tradisional.
Yuridika, 33(1), 93.
https://doi.org/10.20473/ydk.v33il.5
671

Al-Sai, Z. A., Husin, M. H., Syed-Mohamad,
S. M., & Abood, M. L. (2022). Smart
city dimensions and characteristics:
From the perspective of data and
privacy.  Sustainability,  14(17),
10585.
https://doi.org/10.3390/sul41710585

Anshari, M., & Hamdan, M. (2023).
Enhancing e-government with a
digital twin  for  innovation
management. Journal of Science and
Technology Policy Management,

14(006), 1055-1065.
https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-
2021-0176

Antara News. (2025, Desember 4). Pemprov
Papua Barat Daya bentuk satgas
penegakan perda.
https://papuatengah.antaranews.com/
berita/76195/pemprov-papua-barat-
daya-bentuk-satgas-penegakan-perda

Anto, G. A., Hutasoit, I., Maileni, D. A., &
Riyanto, A. (2026). Evaluasi Kinerja
Bidang Ketertiban Umum Satpol PP
dalam Penegakan Peraturan Daerah:
Studi Kasus di Batam, Kepulauan
Riau. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora
dan  Politik, 6(3), 2335-2347.
https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7
941

Arfyani, R., & Qayyum, A. R. H. (2021).
Efektivitas Peraturan Daerah Tentang
Minuman Keras di Bulukumba;
Analisis Maslahah Mursalah.
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Perbandingan Mazhab dan Hukum,

| 54

429-438.
https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.
19062

Azzahra, T. A. (2020, November 13). Polri
Tangani 223 Kasus Miras Sejak 2018.
https://news.detik.com/berita/d-
5254203 /polri-tangani-223-kasus-
miras-sejak-2018

Biljecki, F., Lim, J., Crawford, J., Pomeroy, R.,
Chew, H. Y., & Regona, M. (2021).
Urban computing in support of smarter

cities. Smart Cities, 4(1), 98-114.
https://doi.org/10.3390/smartcities4010
006

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018).
Qualitative inquiry and research design:
Choosing among five approaches (4th
ed.). SAGE Publications.

Dinter, S., Kaas, M., & Schleicher, J. (2022).
Digital twins for urban policy-making
and enforcement. Urban Science, 6(3),
52.
https://doi.org/10.3390/urbansci603005
2

Fahlevvi, M. R., Kusuma, K. A. P. I, &
Anugerah, M. W. (2025). Integrasi
Teknologi Digital dalam Pengawasan
Internal Inspektorat Daerah Kabupaten
Gianyar. JURNAL SYNTAX
IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan
Pendidikan, 6(2), 236-249.

FX. Joko Priyono. (2014). Urgensi Pengaturan
Peredaran Minuman Beralkohol melalui
Peraturan Daerah di Kota Salatiga.
Masalah-Masalah Hukum, 255-262.

Herjuno Pratomo, Setiadi, W., & Nugroho, A.
(2022). Peran Satuan Polisi Pamong
Praja Dalam Penertiban Minuman
Beralkohol di Kabupaten Temanggung
Provinsi ~ Jawa  Tengah.  Jurnal
Tatapamong, 4(1), 56—69.

Human Geographies. (2025). Analysing smart
governance in public service delivery:
Evidence from 61 smart cities in
Indonesia. Human Geographies: Journal
of Studies and Research in Human
Geography, 19(2).
https://www.humangeographies.org.ro/v
olume-19-issue-2-2025/1925-abstract

J-CEKI. (2024). Penertiban Penjual Minuman
Ilegal dalam Operasi Yustisi Satpol PP
DIY. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah,



Jurnal Tatapamong 8 (1), Maret 2026 : 44-56

3(9).
https://ulilalbabinstitute.id/index.php/
J-CEKV/article/view/4360

Kim, J., & Park, S. (2023). Smart policing and
predictive analytics in Korean cities:
Evidence from Seoul. International
Journal of Law and Information
Technology, 31(2), 112-134.
https://doi.org/10.1093/ijlit/eaad012

Laela, L. H. (2022). Pengendalian Peredaran
Minuman Keras (Miras) Oleh
Pemprov  DKI Jakarta  dalam
Kaitannya dengan Gangguan
Keamanan, Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) di DKI Jakarta. Journal
Evidence of Law, 1(3), 1-10.

Lim, H., Lee, J., & Kim, Y. (2021). Urban
safety management using smart city

platforms: Evidence from Seoul.
Cities, 118, 103376.
https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.1
03376

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016).
Qualitative Research: A Guide to
Design and Implementation (4 ed.).
Jossey-Bass.

Moeljatno. (2009). Asas-Asas Hukum
Pidana. Rineka Cipta.
Noorhidayah, N. (2019).  Efektivitas

Peraturan Daerah (Perda) No. 23
Tahun 2014 Terhadap Pengendalian
Peredaran Minuman Keras di Kota
Palangka Raya. El-Mashlahah, 8(1),
146-161.
https://doi.org/10.23971/elmas.v8i2.1
320

Nugroho, A., Setiyadi, D., & Hidayat, R.
(2021). Smart city command center
and public order management:
Evidence from Surabaya, Indonesia.
Journal of Urban Technology, 28(3),
77-98.
https://doi.org/10.1080/10630732.20
21.1884635

OECD. (2020). Digital Government Index:
2019 Results. OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en

Ombudsman RI. (2023). Menyoal Efektivitas
Satpol PP Sebagai Penegak Peraturan
Daerah.  Ombudsman  Republik
Indonesia.
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pw

|55

kinternal--menyoal-efektifitas-satpol-
pp-sebagai-penegak-peraturan-daerah

Paschall, M. J., Grube, J. W., Thomas, S.,
Cannon, C., & Treffers, R. (2012).
Relationships between local
enforcement,  alcohol  availability,
drinking norms, and adolescent alcohol
use in 50 California cities. Journal of
Studies on Alcohol and Drugs, 73(4),
657-665.
https://doi.org/10.15288/jsad.2012.73.6
57

Percy, D., & Zwick, M. (2024). Information-

Theoretic Modeling of Categorical
Spatiotemporal GIS Data. Entropy,
26(9), 784.

https://doi.org/10.3390/e26090784

Pratama, A., & Rusfian, E. Z. (2020). E-
government and public accountability:
Evidence from Bandung Command
Center. Jurnal Ilmu Administrasi Publik,
8(2), 145-162.
https://doi.org/10.31289/jiap.v8i2.3741

Qi, Q., & Tao, F. (2018). Digital twin and big
data towards smart manufacturing and
industry 4.0: 360 degree comparison.
IEEE Access, 6, 3585-3593.

Rahmadanita, A. (2023). Tren Penelitian
Ketertiban Umum (Public Order):
Sebuah Pendekatan Bibliometrik. Jurnal
Tatapamong, 5(1), 81-100.
https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamo
ng.v511.3656

Rintasari, D. N., Mahendra, A. B., & Chanafi,
M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Peredaran dan Penjualan
Minuman Beralkohol di Kota Magelang.
Amnesti Jurnal Hukum, 1(2), 47-55.
https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.6
47

Santoso, A., & Munib, M. A. (2023). Upaya
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran

Minuman Keras Jenis Toak.
JUSTITIABLE: Jurnal Hukum, 5(2),
65-76.

Schrotter, G., & Hiirzeler, C. (2020). The digital
twin of the city of Zurich for urban
planning. PFG -  Journal of
Photogrammetry, Remote Sensing and
Geoinformation Science, 88, 99-112.



Jurnal Tatapamong 8 (1), Maret 2026 : 44-56

https://doi.org/10.1007/s41064-020-
00092-2

Siabato, W., Claramunt, C., Ilarri, S., &
Manso-Callejo, M. A. (2018). A
Survey of Modelling Trends in
Temporal GIS. ACM Computing
Surveys, 51(2), 1-41.
https://doi.org/10.1145/3141772

Sinaga, E., Basnella, R., Madiya, R., Rompas,
V., Fahlevvi, M. R., & Apriyansa, A.
(2025). Analisis Integrasi Big Data
dan IoT untuk Meningkatkan Kualitas
Layanan Kesehatan Berbasis
Teknologi. Data Sciences Indonesia
(DSI), 5(1), 137-148.

SKALA. (2025). Miras Ilegal dan Pemenuhan
SPM Bidang Trantibumlinmas di
Provinsi Kalimantan Utara (Risalah

Kebijakan). SKALA (Kolaborasi
Masyarakat dan Pelayanan untuk
Kesejahteraan).
https://skala.or.id/wp-

content/uploads/2025/09/4.-PB-
Satpol-IN.pdf

Smart Cities World. (2023). New Indonesian
Capital Implements Digital Twin
Platform.
https://www.smartcitiesworld.net/digi
tal-twins/digital-twins/new-
indonesian-capital-implements-
digital-twin-platform

Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Raja Grafindo Persada.

Temple, L., Viale Pereira, G., & Klausner, L.
D. (2024). Unravelling the Use of
Digital Twins to Assist Decision- and
Policy-Making in Smart Cities. arXiv
preprint.
https://arxiv.org/abs/2405.20916

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003).
Towards a  methodology  for
developing evidence-informed
management knowledge by means of
systematic review. British Journal of

Management, 14(3), 207-222.
https://doi.org/10.1111/1467-
8551.00375

Transparansi Hukum. (2023). Penegakan
Hukum dan Kendala pada Aturan
Larangan Minuman Beralkohol di
Kabupaten Semarang. Jurnal

56

Ullah,

Transparansi Hukum. https://ojs.unik-
kediri.ac.id/index.php/transparansihuku
m/article/view/5466

Z., Al-Turjman, F., Mostarda, L., &
Gagliardi, R. (2020). Applications of

artificial intelligence and machine
learning in smart cities. Computer
Communications, 154, 313-323.

https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.
02.069

Wahyudi, T. A., Suhartini, E., & Suryani, D.

(2024). Penegakan Hukum Terhadap
Peredaran Minuman Beralkohol di
Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda
No. 12 Tahun 2004. Karimah Tauhid,
3(1), 1035-1065.
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.
v3i1.10978

Yessef, M., Hakam, Y., Tabaa, M., Alammar,

M. M., & Elbarbary, Z. M. S. (2025).
Digital twin technology in smart cities:
A step toward intelligent urban
management. Energy Reports, 14, 5539—
5557.
https://doi.org/10.1016/j.egyr.2025.11.0
97

Yitawati, K., Chairani, M. A., Sukarjono, B., &

Aprillino, A. (2024). Peran dan
Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Madiun dalam Mengendalikan
Peredaran Minuman Beralkohol.

Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum,
10(1), 18-27.

Zhou, C. (2025). Exploring future GIS visions in

the era of the scientific and technological
revolution. Information Geography,
1(1), 100007.
https://doi.org/10.1016/j.infgeo.2025.10
0007



